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PERATIRAN DAKRAH
KOTA KUPANG
NOMOR 19 TAFTUN 2000.

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN Iv ETUA, W \K IL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
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a.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAL KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Deswan Penwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur

kedudukan keuangan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kota Kupang;

- balwa sehubungin dengan hal terscbut pada butir a di atas, maka dipandang

perlu menctapkan Kedudukan Reuangan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
dengar Peraturan Daerah Kota Kupang;

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembenmkan Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3633 bR

Undang - Undang Nomor 4 Tazhun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat dan  Dewan
Perwakilan Rakyal Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24;
Tambahan Lembaraa Negara Nomor 3811 ):

Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan Dacrah
(Iembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60: Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839): :

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72;
Tambahi n Tembaran Negara Nomor 3848);

Undang - Undang Nomor 28 7 ahun 1999 tentang Penyelengara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan T.embaran Negara Nomor 3890);
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7. Peraluran Pen erintah - Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /
Administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah /
Bekas Wakil Kepala Dacrah serta Janda / Dudanya ( Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160); sebagaimana telah
beberapa kali diuban terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121):
8. Pormuran Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 022);
2. Peraturan Pemernial Nomor 110 Tahun 2000 tenfang Kedudukan Keuangan
Dawan Perwakilan Rakyat Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Keputusan - Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tintang  Teknik Penyusunan
Peraturan Perunding undangan dan Benfuk Rancangan Undang - Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70):
‘I)engnn- Persetuj uan ;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAKRAIT KOTA KUPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan DO PERATURAN DAFRAL TENTANG KEDUDUKAN NEUANGAN
: KETUA, WAL, K ETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKIILAN
RAKYAT DAERAL KOTA KUPANG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
L. Dacrah adalah Dae,an Kota Kupang.
2. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Dacrah Otonom lainnya sebagai
Badan Lkselutif Dacrah,
3. Kepala Dacrah adalaly Walikota Kupang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Dacrah
Kota Kupang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Waki] Ketua.
6. Anggota DPRD adalah mereka yane diresmikan keangootaannyg sehagal Anggota DPRD dan
lelah mengucaphan sumpaly "Janji berdasarhan hetentuan Peraturan Perundang - undangan,
7o Sekeetarial DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas
dan kewcnangnnnya.
8. Sckrelaris DPRD adalah Pejaba yang memimpin sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala

Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, afuy persctujuan Pimpinan DPRD

dandalam melaksanakan fugasnya berada dic bawal dan L “rlanggungjawab kepada Pimpinan
DPRD.
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Uang Representasi adalah uang yang aiberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD schubungan
dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

Uang Paket adalal. uang vang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri
dan mengikuti Rapat - rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.

Tunjangan Jabatan adalah uing yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya
sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi,

- Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang, diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan

SO

kedudukannya sebagai Kelua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia,

. Biaya Penunjang Kegiatan adalah bi.ya vang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan

wewenang DPRD.

- Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk

pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku.

- Tunjangan  Pervaikan Penghasilan adalah uang  yang diberikan kepada Pimpinan dan Angeola

B&

DPRD untuk menambah penghasilan,

BAB 11
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
Bagian Pertama
Penghasilan Tetap,
Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan  Dewan Perwakilan  Rakyat Dacrah  disediakan
pembiayaan DPRD sebagai berikut -

4. Uang Representasi ;

L. Uang paket;

¢. Tunjangan Jabatan:

d. Tunjangan Komisi:

e. Tunjangan Khusus;

[ Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3
Besarnya uang Representasi adalal -
a. Ketua = Rp. 1.260.000,- bulan
b, Wakil - Wakil Ketua = Rp. 1.134.000,-/ bulan / orang
¢ Anggota » = Rp. 1.008.000,~/ bulan / orang,

Pimpinan dan Anggota DPRID diberi! an tunjangan keluarga dan tunjangan beras;

Besarnva tunjanean « :bagaimana dimaksue ayal (2) pasal ini sama denoan Ketentuan vane berlaku
A ang, g A 2 yang

bagi Pegawai Negeri Sipil. ’



Bagian Ketiga
Uang Paket
Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
(2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini adalah :

a. Ketua = Rp. 315.000,-/ bulan
b. Wakil = Wakil Ketua = Rp. 283.500,-/bulan/orang
c. Anppola Rp. 252.000,-/bula ‘Drang,

Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan
Pasal 5
(1) Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
(2) Besarnya tunjangan scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Ketua = Rp. 630.000,~/bulan
b. Wakil - Wakil Ketua = Rp. 567.000,-/bulan/orang

Bagian Welima
Tunjangan Komisi
Pasal 6
E: (1) Pimpinan dan Anggota Komisi DPR1D d'berikan Tunjangan Komisi;
(2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Ketua = Rp. 126.000,-/bulan
b. Wakil Ketua = Rp. 94.500,-Dbulan
c. Sekrelarts Rp. 94.500,-'bulan
d. Anggola < Rp. 63.000,~bulan/orang

Bagian Keenam
Tunjangan Khusus

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tun

janean Khusus vano dibavarkan scbesar pengenaan pajak
penphusilan yang dipurigot setiap bulan,
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Bagian Ketujuh
Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Pasal 8
Pimpinan  dan Anggota DPRD diberikan Lunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama
dengan Kefentuan bagi Pegawai Negeri sipil;
Bagian [Kedelapan
Tunjangan Panitia
Casal 9
(1) Anggota DPRD dalan kedudukannva sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia

diberikan Tunjangan Panitia:
(2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai herikut ;

a. Ketua = Rp. 94.300,-/bulan
b. Wakil Ketua = Rp. 63.000,-/bulan
c. Sckretaris = Rp. 63.000,~/bulan
d. Anggota = Rp. 31.500,-/bular, orang

Bagian Kesembilan
T mjangan Kesejahteraan
Pasal 10

(1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
'I‘Unj.'mg,an Keschatan -

(2) Tunjangan Keschatan sehagimana dimahsud pada ayar (1) pasal ini_diberikan dalam bentuk
Jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunja, kepada ahli waris diberikan §

a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam
- menjalankan tugas diberikan vang duka tewas scbesar 6 (cnam) kali uang Representasi;

b. Bantuan biaya engangkutan ‘enazah,

Pasal 12

(1) Ketua  DPRD disediakan rumah Jabatan bescrta perlengkapannva dan 1 (satu) unit kendaraan
dinas. -

(2) Wakil wakil Ketua DEPRD disediakan masing - masing 1 (satu) unit kendaraan dinas;

(3) Biava pemeliharaan rumah jabalan beserta perlengkapan,  dan kendaraan dinas schagaimana
dimaksud pada ayal (1) dan (2) pasal ini dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota,
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Bagian Kesepuluh
Pakaian i)in:lx
Pasal 13
Pimpinan dan Anggota DIPRD) dapat disediakan pakaian dinas dan
a. PSH ( Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pusang setahun,

b. PSR ( Pakaia Sipil Resmi) 1 (satu) pasang setahun
¢ PSL ( Pakaian Sipil T.engkap) 1 (satu ) pasang scl

atributnya :
ama lima tahun,

Bagian Kesebelas

Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14
&

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan (ugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :
a. Belanja Pegawai: )
‘b, Belinja Barang; ‘

Biaya Perjalanan Dinng;

L. Biaya I’cmelihamzm;

Biaya Penunjano Kegiatan,

(=N o)
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(2) Untuk kel ncaran kegiatan DPRD diberikan biaya penunjang sesuai ketentuan vang berlaku.

BAB 111

KETENTUAN LAIN - LAIN

~

Pasal 15

T

segala akiba, heuangan vang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah inj menjadi beban APBD Ko
Kupang.

BAB IV

KETENTUAN PERALITIAN

Pasal 16

Pl hal yang belum diay dalam Peraturan Dacrals It sepanjang mengenai pelaksanaannva akan
diatur Iehih lanjug dengan Keputusan Walikots,

Pasal 17

Dengan berlakunys Peraturan Dacialy i makha semua eraturan Dacrah beserta Peraturan Pelaksanaan
ANV vang mengatur hal Yang sama dinvatakan tidak berlaky lagi.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mular berlaka pada tanggal diundangkan.

Agar supaya seliap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Tembaran Daerah Kota Kupang,

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 23 Desember 2000

o,

Diundangkan di Kupang,
Pada tanggal 29 Desembey—3000




